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JARARTA-Mahkamah Konsti-
tusi (M) memang telah mem-
batalken pasal hewénangan De-
wan Perwakilan Rakyat (DPR)

memanggil paksz seseorang - tentang MPR, DPR, DED dan
atau kelomipok. Kewenangan - DPRD (UUMDS3) telah dianulir,
DPR memanggl paksz yang  Namun, DPR Rl ogah pesi-
diatur dalam UU No 2/2018 * mistis. Mereka akan mencari
. - fasat agar dapat mendatanghan

piek-pihak yang peru dimin-
tai keterangan yangbermasalah.
dengan parawall rakyat.

- Ketua DPR Bartbang Soesa-

tyo mengatakan, DPR tidak
Iagi memiliki alat paksa untuk
memanggll pihak-pihakdalam
rangha pengawasan Sehingga
lembaganya harus melobi men-

+ feri hingga presiden. Namun,

DPR akan menjalankan putusan
MK yang mengabulkan seba-
gian permohonan uji materi U
D3 terkeit dengan pemang-
gilon paksa dan penyanderaan
oleh DPR melalui MKD."Bagi
DPR sestai komitmen rf awal,
ape pun putusan MK pasti akan
ami hormet dan laksenakan,"
ujamya képada wartawan di
Komplek Parlemen, Senayan, -
Jumat (9f6),

Bolitsi Partai Golkar it men-
gutarakan, institusinya akan
menyiasati upaya pemang-
gilan pihak-pihak yang perlu
dimintal keterangennya, delem
mekianisme pengawasan pasca-
putusan MK,

"ami akan berptr bagaima-
na menyiasati manakala ada
para pihak, termasuk pemerin-
tah, yang diundang DPR untuk

- dimintai keterangan, namun

berkali-kali tidak hadr, dan

tentu kami tidak bisa lag] me-
manggil paksa,” kata Bamsoet,
panggilan akrzb Bambang.

Menurut dia, harus ada
cara-cara yang lebih elegen
agar keinginan rakyat untuk
meminta penjelasan kepada
pemerintah melalui DPR bisa
dilaksanzkan, Menyiasati hal
tersebut bisa s2ja pemangglan
para menter melalu presiden
dan wakil presiden agar hadir
letika dipanggil DPR den tidak
mangkir.

"Katena ada beberapa kasus
dalam pembahasan UU mat-
pun dalam pengawasa, para
mentert dan pejabat negera suli
dihadirkan, Misalnya dalam UU
Karantina Kesehatan, sampai
sekarang kami belum berhasil
adirkan dirjéen katena berbagai
alasan,” tukasnya.

Wakil Ketua DPR RI Fahti
Hamzah menilai, putusan MK
yang membatalkan Pasal 73
{IU D3 terkait pemanggilan
paksa telah melemahkan salzh
satu fungst dan kewenangan
patlemen.

"Sekarang terbayang
bagaimana kalau orang tidak
ma datang diperiksa DPR? Apa
instrumen yang akan dipakai
untuk mengawasi negara?
Fungsi pengawasan menjadi
lemah," kata Fahri dalam peszn
singhatnya kepada wattawan,
Kamis (29/6).-

Dia memiaperkan, Pasal 73

UU MD3 mengatur tentang
pemanggilan paksa melalui
epolisian kepada orang, ke-
lompok; maupun badan hukum
yang menghina ata merenda-
hkan kehormatan DPR. Pesal ity
digugat bersama pasal lainnya
lrarena dianggap merugikan dan
mengancam hebebasan rakyat
untuk berpendapat.

Dengan putusan ity, Fahti.

meyakini, MK masth mengang-

gap UUD 1945 terkonsentrasi |

atau menitkberatkan pada lem-
baga ekselutif, Padahal, sejak
amendemen keempat telah
dirumuskan mekanisme check
and belances.

"Maka, heluatan pengawasan

diberikan kepada legislaif den-
gan segala konsekuensinya
seperti hak memanggl secara
paksa apabila panggilan tidak
dipenuhi," katanya.
. Sedanghan Wakil Ketua DPR
RI Fadli Zon akan mempela-
fari putusan-putusan tersebut.
Pimpinan DPR dan MKD akan
membahas putusen tersebut
untok kemudian menyestaikan
aturannya. '

"Saya kira tentu kita ha-
rus mengesuaikan. Meskipun
hadang-kadeng kita menghritis
eputusan MK kadang-kadang
tidak konsisten, Misalnya ter-
kait napi koruptor tempo hari
terhadap legislati. Kita akan
pelajari dan kita selaraskan se-
hingga ada aturan standar baky,

Makandh Koo Mengnu, DR Ca i

past, terkait reles! DPR dengan
anggota maupun hal terkait,”
Ujar Fadli hepada wartawan di
Kotnpleks Patlemen, Senayan,
Kamis, (28/6).

Ta mengatakan, keputusan
MK yang mengabulkan gu-
gatan tersebut merupakan
hal yang wajar. Diyaldni, MK
memilikd pertimbangan seb-
agal dasar untuk mengabulkan
gugatan.

"Saya pikir ketika itu pun ada
pto dan honra, ada setuju ada
yang tidak setuju saya kira hal
biasa. Tapi kita harus kembali
pada konstitust kita, Di sinilah
Feputusan MR itu harus kita -
hat, kalaw memang itu selaras
dengan nafas onstitusi, ya kifa
harus menyelaraskan dengan
honstitusi itu," katanya,

Hanya, Fadli berharap, ada
lesamaan aturan antaa leg-
islatif, yudikatf, dan ekselutif
Kesamaan kedudukan di depan

hukum harus diteraplan pada

semua elemen tanpa adanya
pandang bitl.

Ketua MKD DPR RI Sufmi
Dasco Ahmad ikut menanggapi
soal hak imunitas anggota de-
wan yang pasalnya juga turut
digugat di MK."Ttu perlu un-
tuk menghindari juga krimi-

nalisas] anggota dewan, Infan

jabatan politis, anggota dewan
juga kadang-kadang dikrimi-
nalisasi. Lapotan ini itu, tapi
hadang-kadeng tidak benar,”

N

lrata Dasco dihubung terpisah.

Terpisah, Menteri Dalam
Negeri (Mendagti) Tjahjo Ku-
molo meminta DPR legawa dan
menetima putusan MK yang
kematin menganulir beberapa
pasal kontroverstal dalam U
MD3.

"Kalau sudah diputuskan oleh
MK dan berstfat mengikat, kita
sebagai warga negara harus
mefaatinga, saya kira teman-
teman di DPR R juga paham,”
jelas Tiaho, Jumat (29/6).

Sebelumnya; MKD bisa mel-
aporkan otang atau bahken
memanggl paksa, kelompok,
badan hukum yang merenda-
hkan kehormatan DPR atau
anggota DR tinggal kenangan,
Pasalnya, MK telah membatal-
kan kewenangan yang diatur
dalam UUMD3,

Hal tersebut sebagaimana
diatur dalam Pasal 122 huruf 1
UU D3, Pasal tersebut digu-
gat lantaran dinilai berpotensi
membatasi kebebasan ber-
pendapat masyarakat, Dalam
putusannya, MK memutuskan
bahwa aturan itu bertentan-

‘gan dengen Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945 sebagaimana
amat putusan perkara Nomor
16/PUU-XVI[2018. "Tidak
mempunyai kekuatan hukum
mengikat," unghap Anwar Us-
man, ketua MK, saat memba-
cakan putusan tersebut, Kamis
(28/6). (aen)
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